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PERLINDUNGAN PATEN DAN KEWAJIBAN
ALTH TEKNOLOGI ,,
(Patent Protection and the Obligation Transfer of Technology)

Zulkifli Makkawaru

ABSTRAK

Pemberian hak (paten) bagi penemu di bidang teknologi yang mengandung
maksud “imbalan” guna menggairahkan penemuan berikutnya dipercaya
dapat mempercepat pertumbuhan industri dan peradaban manusia. Namun,
muatan monopoli di dalam paten merintangi akses teknologi bagi negara-
negara berkembang sehingga PBB mencanangkan kewajiban alih
teknologi antara negara pemasok teknologi dengan negara penerima
teknologi. Ketiadaan perundang-undangan alih teknologi nasional menjadi
salah satu alasan tidak efektifnya proses tersebut.

(The bestowal of the patent right to inventors in the Jield of technology,
that implies a “reward” to encourage further inventions, is believed to
be able of accelerating industrial growth and human civilization. How-
ever, the monopolistic content in the patent right has restricted the ac-
cess 1o technology by developing countries, so that the United Nations
(UN) has enunciated the obligation transfer of technology from the tech-
nology supplier-states to the acceptor-states. The absence of a national

act on transfer of technology constitutes a reason for the effectiveness of
such a process). '

A PENDAHULUAN

Paten sebagai bagian dari hak milik perindustrian telah diatur dalam
perundang-undangan di hampir setiap negara setidaknya pengundangan ini
memiliki dua aspek yakni aspek hukum sebagai hak (asasi) manusia yang
dimiliki oleh penemu (inventor), dan aspek ekonomi (industri) yang bernilai
finansial. Pemberian hak paten merupakan pengakuan hak asasi manusia di
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dalam bidang penemuan (a natu-
ral right in invention). Hak paten
diberikan secara hukum oleh
pemerintah sebagai organisasi
kekuasaan rakyat terhadap suatu
bentuk kekayaan tidak berwujud di
bidang teknologi.

Nilai teknologi atas paten
setara dengan pengertian bahwa
terdapat nilai industri di
dalamnya yang dapat mendorong
tingkat kemajuan ekonomi akibat
semakin canggihnya hasil
inovasi dan kreativitas dari para
penemu  (authors). Ini
menunjukkan bahwa dengan
pemberian paten juga beraspek
ekonomi sebab para penemu
paten dengan pertimbangan
ekonomis dari hak patennya
dapat bergairah untuk melakukan
penemuan-penemuan  baru
lainnya. Dengan demikian,
setidaknya terdapat kaitan erat
penghargaan atas hak penemu
berupa pemberian hak paten
dengan kegairahan teknologi
industri dari negara yang
menegakkan penghargaan itu.

Paten semakin penting
artinya bagi dunia global, dunia
yang layaknya dan hampir tidak
dapat lagi dipisah ke dalam
sekat-sekat negara yang sempit.
Dalam isu perdagangan bebas
yang menembus batas sekat

negara, mengarahkan pikiran
kita pada satu fokus penting
yakni konsep “keunggulan
komparatif” (comparative ad-
vantage) yakni bahwa kesadaran
akan keunggulan komparatif
berupa konsentrasi terhadap
produk yang bisa diproduksi
oleh suatu negara dengan
sebaik-baiknya akan mendorong
pada kemakmuran negara itu.
Unggul dari produk apalagi
produk teknologi mendorong
kemajuan sebab akses pasar

dalam negeri dan pasar dunia

dapat diraih.

Kemampuan menampilkan
produk yang berskala dunia
mestilah diawali dengan
menggairahkan penemuan-
penemuan baru baik berupa

penemuan baru sama sekali

maupun berupa modifikasi
produk-produk yang dapat terjadi
melalui proses alih teknologi.
Alih teknologi menggambarkan
proses penyerapan teknologi oleh
negara penerima manfaat
teknologi melalui kegiatan
lisensi atau melalui investasi
manufaktur. Keberhasilan alih
teknologi merupakan harapan
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dalam rangka program

Tata Ekonomi Dunia Baru yang

memberikan manfaat setiap

E T

usaha produktif bagi tiap-tiap
negara baik negara maju maupun
negara berkembang. B934
Perkaitan antara penghargaan
paten sebagai hak sekaligus
menggugah minat inovator dengan
kewajiban alih teknologi merupa-
kan kegiatan yang diharapkan
berlangsung secara sinergis agar
dapat berperan menumbuhkan
- perkembangan teknologi suatu
'~ bangsa baik negara maju itu sendiri
- maupun negara-negara ber-
- kembang.
| Namun, pertanyaannya se-
| jauhmanakah perlindungan paten
- memberi manfaat untuk menum-
- buhkan penemuan-penemuan
- baru. Demikian juga sejauh-
- manakah konsep alih teknologi
| dapat berjalan di tengah per-
' lindungan paten yang ketat dapat
' menumbuhkan manfaat timbal
balik antara negara pemasok
teknologi dengan negara penerima
teknologi.

B PATEN DAN PERKEM-
BANGAN TEKNOLOGI

Sebagaimana telah di-
singgung bahwa hampir setiap
negara memiliki perundang-
undangan patennya sebagai
bagian dari hak milik perin-

=
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berlangsung secara sinergis agar
dapat berperan menumbuhkan
perkembangan teknologi suatu

- bangsa baik negara maju itu sendiri

maupun negara-negara ber-
kembang.

Namun, pertanyaannya se-
jauhmanakah perlindungan paten
memberi manfaat untuk menum-
buhkan penemuan-penemuan
baru. Demikian juga sejauh-
manakah konsep alih teknologi
dapat berjalan di tengah per-
lindungan paten yang ketat dapat
menumbuhkan manfaat timbal
balik antara negara pemasok
teknologi dengan negara penerima
teknologi.

B PATEN DAN PERKEM-
BANGAN TEKNOLOGI

Sebagaimana telah di-
singgung bahwa hampir setiap
negara memiliki perundang-
undangan patennya sebagai
bagian dari hak milik perin-

dustrian. Adapun fungsi paten
menurut konsepsi UNCTAD
(United Nation Conference for
Trade and Development) dan
WIPO (Worid Intellectual
Proferty Organisation) (Huala
Adolf dan A. Chandrawulan,
1994:156) adalah:

1. Memberikan kesempatan

kembalinya investasi yang
telah dikeluarkan untuk
penelitian dan pengem-
bangan dan di dalam
produksi dengan memberi-
kan suatu kedudukan
eksklusif untuk jangka
waktu tertentu.

2. Guna mendorong penye-
barluasan teknologi baru
secara layak dan wajar.

Jadi, hak paten berdasarkan
fungsinya bersifat pemulihan
dan juga bersifat kemajuan
(progress). Untuk memperoleh
hak paten, suatu penemuan
harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

1. Penemuan tersebut harus

merupakan sesuatu yang
baru (novelty).

2. Penemuan tersebut harus
dapat diterapkan dalam
bidang industri (industrial
applicability).

3. Penemuan tersebut harus

ajiban Alih Teknologi (Zulkifli Makkawaru) -
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mengandung langkah-
langkah inventif (inven-
tive steps).

Syarat seperti itulah yang
tertera pada Undang-undang
Paten di Indonesia yakni
Undang-Undang Republik In-
donesia Nomor 13 Tahun 1997
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1989 tentang Paten
(selanjutnya disebut UU Paten).

Akan tetapi, tidak seragam-

seluruh negara menetapkan
syarat-syarat patennya.

Syarat paten yang paling
dominan diikuti dan dijadikan
syarat utama dalam perundang-
undangan paten di dunia adalah
“kebaruan” (novelty) itu, tanpa
menggantungkan diri pada indus-
trial applicability-nya. Namun
demikian adapula yang me-
mandang perlu syarat lain berupa
syarat “kemajuan” (progress).
Inti dari kemajuan memang
menjadi pokok untuk dibicarakan
sebab kemajuanlah yang harus
menjadi titik tolak melakukan
penemuan-penemuan untuk
mengantar negara tempat pene-
muan itu memperoleh manfaat
ekonomis.

‘Manfaat ekonomis ternyata
dapat memicu konflik/sengketa
antar negara atau antar peru-

sahaan. Ini digambarkan sebagai
perang baru di dunia industri.
Fred Worshoefsky dalam
karangannya The Patents Wars,
The Battle to Own The World
Technology (Insan Budi
Maulana, dalam Jurnal Hukum
No. 12 Vol. 6.-1999. hal. 3)
meramalkan bahwa pada saat
kini perang global yang paling
terkeji dalam usaha pen-

dominasian ekonomi adalah

mengenai hak atas kekayaan
intelektual atau hak milik
intelektual. Jika pada saat
lampau, tujuan utama negara-
negara saling bertikai adalah
untuk mengontrol jalur-jalur
perdagangan dan bahan mentah.
Namun pada saat kini dan masa
mendatang Indonesia akan
bertikai untuk hak-hak eksklusif
terhadap ide-ide, inovasi-inovasi,
kreasi-kreasi, dan penemuan-
penemuan. Kancah peperangan
yang tanpa mengeluarkan darah
ini bukanlah di medan perang
melainkan forum pengadilan,
dimana jutaan dollar akan
direnggut atau lenyap melalui
litigasi paten. Perang di bidang

paten banyak melibatkan sesama

negara maju sekalipun.

Perang paten antara Amerika

dengan Jepang diantaranya dapat
ditunjukkan seperti Kodak vs.

s

Soni; Wang vs. Toshiba; NEC;
Texas Instrusment vs. 8 ( delapan)
perusahaan Jepang; atau
LeMelson vs. 30 perusahaan
Jepang, dan sebagainya (Insan
Budi Maulana, 2000:53).
Paten dalam konsepsi hak
kekayaan intelektual merupakan
kekayaan yang harus dihargai,
dilindungi oleh semua pihak
perorangan, persekutuan dan
bahkan negara. Dampak baliknya

- adalah kegairahan berinovasi dan

memajukan teknologi industri
akan berkembang pula.
Kemajuan teknologi (seba-

- gaimana lebih umum ditermino-
~ logikan dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi/
IPTEK) seringkali dipandang '
tidak terpisah dengan kemajuan
peradaban manusia. Semakin
maju teknologi suatu bangsa
dianggap semakin beradab pula,
sebab akses dari kemajuan

’ teknologi itu dapat bermanfaat
- buat manusia untuk memperoleh
- kemudahan, kenyamanan dan
 kesejahteraannya.

Bahkan, seringkali diung-
kapkan (Chairil Anwar, 2000:2)
bahwa tujuan diciptakannya
Iptek adalah dalam rangka
mempermudah dan meningkat-
kan kualitas hidup umat manusia.

Perkembangan positif ini dapat

Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi (Zulkifli Makkawaru)
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ditelusuri  dalam bidang
komputer {mikro-elektronika),
sains bahan, biotek-nologi, dan
teknologi informasi. Contoh pa-
ling sederhana dalam bidang
komputer (mikro-elektronika)
adalah manfaatya dalam bidang
pendidikan. Pesatnya perkem-
bangan dunia pendidikan, makin
efisien dan berkualitas tinggi
berkat bantuan teknologi
komputer.

Teknologi yang pada dasarnya
adalah karya intelektual manusia
dipercaya memiliki peranan yang
sangat penting artinya dalam
usaha peningkatan dan pengem-
bangan industri (Abdulkadir
Muhammad, 1994:121).

Teknologi di sini diartikan
sebagai berikut:

1. Seluruh know-how,
pengetahuan (know-
ledge), pengalaman dan
keterampilan yang dibu-
tuhkan untuk mem-buat
(manufacturing) suatu
produk, atau produk-pro-
duk dan untuk pendirian
perusahaan untuk tujuan
tersebut.

2. Dapat diartikan sebagai
kumpulan atau gabungan
unsur-unsur yang menca-
kup peralatan mesin-
mesin proses paten dan

—

ajiban Alih Teknologi (Zulkifli Makkawaru)
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juga pengetahuan dan
keterampilan dalam
menggunakan peralatan,
mesin proses dan lain
sebagainya untuk menda-
patkan hasil tertentu baik
berupa barang-barang
maupun berupa jasa.

3. Penggunaan ilmu pengeta-
huan untuk sesuai dengan
kebutuhan manusia.

4. Ilmu tentang penerapan
ilmu pengetahuan.

Dengan pengembangan
segala bentuk cakupan teknologi
di atas peradaban umat manusia
akan semakin berkembang.
Dalam konteks inilah alih
teknologi dibutuhkan. Hak paten
menjadi  penting  karena
melambangkan sebuah pemberian
hak oleh negara kepada penemu
yang berdampak balik bagi
penumbuhan gairah berinovasi
bagi para inovator-inovator. Hak
paten melambangkan sebuah
bukti kerja keras, kecekatan,
investasi, dan sikap progressif.
Penghargaan oleh negara dalam
bentuk pemberian hak sebenarnya
belum cukup sampai di situ.
Berbarengan dengan itu,
dibutuhkan penghargaan yang
lebih luas dari para penerima
akses yakni konsumen dan
pengusaha/penerima lisensi

maupun negara-negara tempat
pemasaran hasil paten itu.
Terdapat hubungan yang erat
antara penghargaan paten oleh
seluruh elemen masyarakat dan
oleh negara-negara dengan
ketinggian dan percepatan
pertumbuhan teknologi itu sendiri
sebab semakin tinggi nilai
ekonomis yang diterima oleh
penemu dan negara dari penemu
itu merangsang upaya-upaya baru
melalui kegiatan R&D (Research

|
|
|
|
|

and Development) baik oleh

perusahaan-perusahaan, institusi-
institusi  negara, maupun
perorangan. Kegiatan antara
penghargaan — penemuan -

penghargaan — penemuan terus

berotasi niscaya teknologi dengan
sendirinya bertambah maju.
Oleh karena itu, tepat sekali

mendudukkan pengaturan dari

WTO/TRIPS sebagai upaya yang
baik dan bermanfaat ketimbang
menilainya sebagai upaya
penjajahan negara maju terhadap
negara berkembang. Indonesia
sebagai negara berkembang
memperlihatkan suatu komitmen
bahwa telah melahirkan UU Paten
(UU Nomor 13 Tahun 1997),
tentu saja masih dibutuhkan
perhatian  khusus  untuk
penegakannya. Yang lebih khusus

|
|
|

lagi bagi Indonesia adalahé

|

o s

mempertanyakan sejauh-mana
UU Paten menarik minat bagi
rakyat Indonesia sendiri untuk
menjadi penemu-penemu yang
handal.

C KONDISI PATEN DI IN-
DONESIA

Hampir semua bidang Hak
Kekayaan Intelektual (HKI)
berkembang agak lambat di Indo-
nesia terutama bila ditinjau dari
segi pembuatan perundang-
undangannya. Padahal se-
sungguhnya telah ada tradisi
pengaturan sebelumnya yang
menjadi warisan pemerintah
Hindia Belanda yakni berupa
Staatsblad No. 313 Tahun 1910
yang diberlakukan berdasarkan
Staatsblad No. 136 Tahun 1911
yang diumumkan kembali
dengan Staatsblad No. 54 Tahun
1922 untuk Paten (dahulu disebut
Oktroi). Demikian halnya di
bidang merek diatur dalam
Reglement Industriele Eigendom
dengan Staatsblad No. 549
Tahun 1912.

Khusus di bidang paten
barulah diterbitkan UU Paten
pada tahun 1989 meskipun
pemerintah sejak tahun 1955
telah mengajukan rancangan
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naupun negara-negara tempat
yemasaran hasil paten itu.
Terdapat hubungan yang erat
intara penghargaan paten oleh
eluruh elemen masyarakat dan
leh negara-negara dengan
cetinggian dan percepatan
yertumbuhan teknologi itu sendiri
sebab semakin tinggi nilai
konomis yang diterima oleh
benemu dan negara dari penemu
tu merangsang upaya-upaya baru

nelalui kegiatan R&D (Research
ind Development) baik oleh

verusahaan-perusahaan, institusi-
nstitusi  negara, maupun
perorangan. Kegiatan antara
penghargaan — penemuan —

penghargaan — penemuan terus

berotasi niscaya teknologi dengan
sendirinya bertambah maju.

Oleh karena itu, tepat sekali
mendudukkan pengaturan dari
WTO/TRIPS sebagai upaya yang
baik dan bermanfaat ketimbang
menilainya sebagai upaya
penjajahan negara maju terhadap

negara berkembang. Indonesia |
sebagai negara berkembang
memperlihatkan suatu komitmen

bahwa telah melahirkan UU Paten

(UU Nomor 13 Tahun 1997),
tentu saja masih dibutuhkan

perhatian  khusus  untuk

penegakannya. Yang lebih khusus -
lagi bagi Indonesia adalah

mempertanyakan sejauh-mana
UU Paten menarik minat bagi
rakyat Indonesia sendiri untuk

menjadi penemu-penemu yang
handal.

C KONDISI PATEN DI IN-
DONESIA

Hampir semua bidang Hak
Kekayaan Intelektual (HKI)
berkembang agak lambat di Indo-
nesia terutama bila ditinjau dari
segi pembuatan perundang-
undangannya. Padahal se-
sungguhnya telah ada tradisi
pengaturan sebelumnya yang
menjadi warisan pemerintah
Hindia Belanda yakni berupa
Staatsblad No. 313 Tahun 1910
yang diberlakukan berdasarkan
Staatsblad No. 136 Tahun 1911
yang diumumkan kembali
dengan Staatsblad No. 54 Tahun

1922 untuk Paten (dahulu disebut

Oktroi). Demikian halnya di
bidang merek diatur dalam
Reglement Industriele Eigendom
dengan Staatsblad No. 549
Tahun 1912.

Khusus di bidang paten
barulah diterbitkan UU Paten
pada tahun 1989 meskipun
pemerintah sejak tahun 1955
telah mengajukan rancangan

undang-undangnya. UU No. 6
Tahun 1989 tentang Paten
kemudian diperbaharui dengan
UU Nomor 13 Tahun 1997,
perbaruan mana sebagai konse-
kuensi disepakatinya Agreement
on TRIPs yang berisikan norma-
norma yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan negara anggota
WTO.

Pencapaian paten di Indone-
sia pada kenyataannya juga masih
di bawah target (Kompas, Kamis
6 Januari 2000). Dapat
dibayangkan target membukukan
1000 paten saja untuk hasil
penemuan dan rekayasa peneliti
Indonesia ternyata tercatat hanya
500 terhitung 1991 hingga akhir
tahun 1999. Insan Budi Maulana
(2000:50) mencatat bahwa dari
sekitar 18.000 (delapan belas
ribu) permintaan paten, oleh in-
vestor nasional masih di bawah
3% (tiga persen) dari jumlah itu.
Sungguh suatu bukti mempriha-
tinkan padahal dalam lima tahun
terakhir pemerintah pernah
mencanangkan kebangkitdn
teknologi Indonesia. Lebih ironis
bila dikaitkan dengan obsesi
untuk menjadikan Indonesia
sebagai negara yang terbanyak
patennya di Asia Tenggara.

Peranan UU Paten di Indo-
nesia dalam meningkatkan

TSR,
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kemampuan bangsa Indonesia
di bidang teknologi paten serta
pengembangan industri di tanah
air guna kesejajaran posisi
dengan bangsa-bangsa lain,
agaknya masih perlu diper-
tanyakan.

Jika mencanangkan era
kebangkitan teknologi seyogya-
nyalah disertai kesemarakan
inovasi atau penemuan yang
ditandai jumlah pengajuan paten
di Kantor Paten baik di dalam
negeri maupun di luar negeri.
Tentu dengan demikiam harapan
akan peningkatan devisa negara
dari hasil royalti paten tersebut
dapat dimanfaatkan.

D ALIH TEKNOLOGI

Teknologi yang dimiliki oleh
negara-negara maju cenderung
menarik perhatian negara-negara
berkembang untuk dapat diambil
alih. Sudah barang tentu
pengambilalihan itu tidak dapat
dilakukan begitu saja, tanpa
memperhatikan aspek hukum yang
berkenaan dengan proses
pengambilalihannya.

Saidin (1995:219) menge-
mukakan adanya kecenderungan
proteksionis oleh negara-negara
maju sudah mulai terlihat jelas

untuk perlindungan hak
kekayaan intelektual. Adanya
kerangka WTO (World Trade
Organization) sebagai ke-
langsungan era GATT (General
Agreement on Tariff and Trade)
sudah terlihat dengan jelas bahwa
alih teknologi tidak dapat di-
lakukan begitu saja, tanpa mem-
perhatikan aspek yuridisnya.
Kata “alih teknologi”
berasal dari kata transfer of
technology. Terhadap arti kata
ini belum ada kesepakatan. Ada
yang mengartikan “pengalihan
teknologi”, “pemindahan tek-
nologi”, atau “pelimpahan

teknologi dan alih teknologi®.

Pengertian alih teknologi adalah
proses mentransfer dari suatu
unit produksi kepada unit
lainnya dari persyaratan-
persyaratan pengetahuan (know-
how) untuk memungkinkan
penggunaan teknologi tersebut.
Aspek hukum dari alih teknologi
adalah meliputi setiap cara
pengalihan hak-hak teknologi
(Saidin, 1995:219-220)

Oleh karena itu, segi yuridis
alih teknologi harus mendapat
perhatian dengan alasan bahwa
pengalihan suatu - teknologi

haruslah dilakukan dengan

landasan hukum yang kuat.
Kenyataannya, pengalihan tek-

B ——

==

nologi itu menyangkut aspek yang
melintasi batas-batas negara, maka
sifat internasional pengaturannya
nampak dan dituangkan dalam
konvensi internasional. Inti dari
alih _ teknologi (Sumantoro,
1986:121) adalah adanya
kebutuhan teknologi dari pihak
yang memerlukan teknologi
dengan pemilik teknologi dan
menawarkan teknologi serta proses
pengaturan pengalihan teknologi
itu sendiri. -

Pada mulanya alih teknologi
mencuat mengikuti sebuah konsep
global yang ditampilkan oleh
Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) dalam program Tata
Ekonomi Dunia Baru. Resolusi
Majelis Umum PBB No. 3201
(XXIX) tahun 1974 meletakkan
dasar bagi penciptaan pengaturan
hukum ekonomi internasional
baru. Inti resolusi ini (Dikdik
Muhammad Sodik dalam Pro
Justitia No. 3 Juli 1999:21-23)
adalah bahwa pembentukan tata
ekonomi internasional baru mutlak
diperlukan untuk mengurangi
kesenjangan dalam pertumbuhan
ekonomi dan kemajuan teknologi
di berbagai bidang antara negara-
negara industri maju dan negara-
negara berkembang.

Resolusi di atas mendorong
lahiya resolusi berikutnya, yakni
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ntuk  perlindungan  hak nologi itu menyangkut aspek yang Resolusi No. 3202 (XXIX) tahun
ckayaan intelektual. Adanya melintasi batas-batas negara. maka 1974 tentang Program Aksi
ecrangka WTO (World Trade sifat internasional pengaturannya Pembentukan Pembentukan Tata

rganization) sebagai ke-
ngsungan era GATT (General
greement on Tariff and Trade)
1dah terlihat dengan jelas bahwa
ih teknologi tidak dapat di-
kukan begitu saja, tanpa mem-
erhatikan aspek yuridisnya.
Kata “alih teknologi”

erasal dari kata rransfer of 1

chnology. Terhadap arti kata
i belum ada kesepakatan. Ada
ang mengartikan “pengalihan
knologi”, “pemindahan tek-
ologi”, atau “pelimpahan
knologi dan alih teknologi”.
engertian alih teknologi adalah
roses mentransfer dari suatu
nit produksi kepada unit
ainnya dari persyaratan-
ersyaratan pengetahuan (know-
ow) untuk memungkinkan
enggunaan teknologi tersebut.
\spek hukum dari alih teknologi
dalah meliputi setiap cara
engalihan hak-hak teknologi
Saidin, 1995:219-220)

Oleh karena itu, segi yuridis
lih teknologi harus mendapat
erhatian dengan alasan bahwa
yengalihan suatu  teknologi
\aruslah dilakukan dengan
andasan hukum yang kuat.
{enyataannya, pengalihan tek-

nampak dan dituangkan dalam
konvensi internasional. Inti dari
alih teknologi (Sumgntoro,
1986:121) adalah adanya
kebutuhan teknologi dari pihak
yang memerlukan teknologi
dengan pemilik teknologi dan
menawarkan teknologi serta proses
pengaturan pengalihan teknologi
itu sendiri. 0

Pada mulanya alih teknologi
mencuat mengikuti sebuah konsep
global yang ditampilkan oleh
Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) dalam program Tata

. Ekonomi Dunia Baru. Resolusi

Majelis Umum PBB No. 3201
(XXIX) tahun 1974 meletakkan
dasar bagi penciptaan pengaturan
hukum ekonomi internasional
baru. Inti resolusi ini (Dikdik
Muhammad Sodik dalam Pro

- Justitia No. 3 Juli 1999:21-23)

adalah bahwa pembentukan tata
ekonomi internasional baru mutlak
diperlukan untuk mengurangi

- kesenjangan dalam pertumbuhan
- ekonomi dan kemajuan teknologi

di berbagai bidang antara negara-

. negara industri maju dan negara-
- negara berkembang.

Resolusi di atas mendorong

lahirnya resolusi berikutnya, yakni

Ekonomi Internasional Baru dan
Resolusi No. 3281 (XXIX) tahun
1974 tentang Piagam Hak-hak
Ekonomi dan Kewajiban Negara.
Tujuan piagam ini adalah
mendorong pembentukan tata
ekonomi internasional baru
berdasarkan keadilan, hak
berdaulat yang sama, kepentingan
yang sama, kerjasama inter-
naSional, tanpa melihat perbedaan
sistem ekonomi dan sistem sosial
masing-masing negara.
Berkenaan dengan pengaturan
alih teknologi, piagam berisi
ketentuan mengenai hak setiap
negara untuk memanfaatkan
kemajuan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi guna
mempercepat pembangunan
ekonomi dan sosialnya. Terhadap
setiap negara diletakkan kewajiban
untuk memajukan kerja sama
internasional dalam dua hal, yaitu
a) pengembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi; serta b) pro-
gram alih teknologi dengan
melindungi semua kepentingan
hukum yang sah (with proper re-
gard for all legitimate interest),

~ terutama hak dan kewajiban

pemilik, pemasok, dan penerima
teknologi.
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Untuk maksud itu, piagam
mengharuskan semua negara
untuk memudahkan pemberian
akses kepada negara-negara
perkembangan terhadap a)
kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi modern, dan b) alih
teknologi sesuai dengan prosedur
yang berlaku dan kebutuhan
pembangunan di negaranya.

Dalam piagam juga
mewajibkan negara-negara
maju untuk malakukan kerja
sama dengan negara-negara
berkembang dalam dua hal,
yaitu a) pembangunan dan
pengembangan prasarana dan
sarana ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), serta b)
promosi program penelitian dan
pembangunan teknologi dengan
tujuan membantu pembangunan
ekonomi negara-negara ber-
kembang. Kewajiban lainnya
dari negara-negara adalah untuk
melakukan kerja sama dalam
menyusun patokan atau
peraturan internasional tentang
alih teknologi dengan memper-
hatikan kepentingan dan
kebutuhan negara-negara ber-
kembang.

Namun, yang menjadi
kendala sekarang adalah bahwa
tidak semua negara memiliki
perundang-undangan yang me-

negaskan pengaturan di bidang
alih teknologi. Dengan sen-
dirinya praktik yang berkenaan
dengan itu lebih banyak
digantungkan pada perjanjian
lisens} penggunaan teknologi
antara negara pemasok teknologi
yang pada umumnya adalah
negara maju dengan negara
penerima  teknologi. Ini
menggambarkan sebuah kondisi
dimana posisi tawar menawar
sangat menentukan dalam
memperoleh akses bertimbal
balik bagi para pihak.

Pemasok teknologi ‘(pemi-
lik hak paten) berdasarkan
hukum memiliki kekuatan
monopoli atas produk yang
dihasilkannya yang memung-
kinkan berada pada posisi tawar
yang tinggi dalam perjanjian
lisensi, tentu saja ia dapat
menentukan syarat-syarat alih
teknologi yang diperjanjikan
berada pada taraf yang minimal.
Ini menimbulkan kecende-
rungan anti persaingan. Dalam
hal monopoli undang-undang
persaingan usaha memberi
tempat bagi monopoli hak
kekayaan intelektual termasuk
paten (Pasal 50 UU Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Per-
saingan Usaha Tidak Sehat).

|

y
¥

Jika keadaannya demikian,
maka proses alih teknologi guna
menumbuhkan manfaat timbal
balik antara pemasok teknologi
dengan penerima teknologi tidak
dapat berjalan sesuai harapan. Hal
pokok yang mesti menjadi
perhatian pemerintah nasional
dalam situasi antara pengetatan
perlindungan hak paten di satu
pihak dengan kewajiban
kerjasama teknologi dalam bentuk
perjanjian lisensi alih teknologi di
lain pihak, adalah membuat
peraturan perundang-undangan di
bidang alih teknologi guna
mewadahi persinggungan pokok
masalah tersebut.

E PENUTUP

Paten dalam konsepsi hak
kekayaan intelektual dapat
berfungsi menggairahkan dan
menumbuhkan  penemuan-
penemuan baru terutama bagi para
inovator-inovator pemegang hak
paten itu sendir1 guna manfaat
teknologi untuk peningkatan dan
pemerataan akses ekonomi dan
industri bagi negara-negara
berkembang, proses alih
teknologi seyogyanya didukung
dengan perundang-undangan ?
nasional yang bertumpu pada
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iegaskan pengaturan di bidang
lih teknologi. Dengan sen-
lirinya praktik yang berkenaan
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isengi penggunaan teknologi
mtaraiegara pemasok teknologi
yang pada umumnya adalah
regara maju dengan negara
yenerima  teknologi. Ini
ﬁlenggambarkan sebuah kondisi
iimana posisi tawar menawar
sangat menentukan dalam
memperoleh akses bertimbal
balik bagi para pihak.

Pemasok teknologi ‘(pemi-
lik hak paten) berdasarkan
hukum memiliki kekuatan
monopoli atas produk yang
dihasilkannya yang memung-
kinkan berada pada posisi tawar
yang tinggi dalam perjanjian
lisensi, tentu saja ia dapat
menentukan syarat-syarat alih
teknologi yang diperjanjikan
berada pada taraf yang minimal.
Ini menimbulkan kecende-
rungan anti persaingan. Dalam

hal monopoli undang-undang
persaingan usaha memberi
tempat bagi monopoli hak
kekayaan intelektual termasuk

paten (Pasal 50 UU Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Per-
saingan Usaha Tidak Sehat).

Jika keadaannya demikian,
maka proses alih teknologi guna
menumbuhkan manfaat timbal
balik antara pemasok teknologi
dengan penerima teknologi tidak
dapat berjalan sesuai harapan. Hal
pokok yang mesti menjadi
perhatian pemerintah nasional
dalam situasi antara pengetatan
perlindungan hak paten di satu
pihak dengan kewajiban
kerjasama teknologi dalam bentuk
perjanjian lisensi alih teknologi di
lain pihak, adalah membuat
peraturan perundang-undangan di
bidang alih teknologi guna
mewadahi persinggungan pokok
masalah tersebut.

E PENUTUP

Paten dalam konsepsi hak
kekayaan intelektual dapat
berfungsi menggairahkan dan
menumbuhkan  penemuan-
penemuan baru terutama bagi para
inovator-inovator pemegang hak
paten itu sendiri guna manfaat
teknologi untuk peningkatan dan
pemerataan akses ekonomi dan
industri bagi negara-negara
berkembang, proses alih
teknologi seyogyanya didukung
dengan perundang-undangan
nasional yang bertumpu pada

komitmen bersama seluruh
bangsa untuk kemajuan industri
dan perda-gangan. Perundang-
undangan alih teknologi daapat
memperkecil rintangan alih
teknologi tanpa menghalangi
penegakan hak paten bagi pemilik
teknologi.
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